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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menempatkan manusia sebagai
makhluk yang berharga, berkepribadian dan bertanggung
jawab. Dan atas tanggung jawabnya, manusia diberi
kebebasan untuk menentukan pilihan untuk menerima atau
menolak agama Allah; tidak dibenarkan adanya diskiriminasi
antara  sesama  manusia dan  diberi  keleluasaan
memperkembangkan hidupnya dalam rangka mempertinggi
martabat umat manusia.*

Islam  mempunyai pandangan egaliteran kepada
pemeluknya. Ajarannya tidak membedakan asal usul apakah
ia dari golongan elite, ningrat, jutawan, pangkat, teknokrat,
ataupun rakyat jelata; mereka diperlakukan sama. Sebab
ditinjau dari segi manusiawi, mereka sama-sama manusia,

sehingga yang membedakan manusia dengan manusia lain

! Muhammad Syamsudin, Manusia dalam Pandangan K.H. A.
Azhar Basyir, M.A., Titian llahi Press, Yogyakarta, 1997, h. 57.



hanyalah ketakwaannya kepada Allah SWT. Allah SWT

berfirman:
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Artinya:  “Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami

menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita dan
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal mengenal (hidup rukun damai).
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi
Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal”. (Q.S. al-Hujarat: 13).2

Islam menerangkan bahwa Allah SWT telah memberikan
kebebasan seluas-luasnya kepada manusia untuk memilih
tindakannya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh
tanggung jawab manusia itu sendiri, sesuai dengan petunjuk
al-Qur'an dalam memanfaatkan kebebasan tersebut. Allah

SWT memberikan kebebasan itu yang disebut sebagai hak

2 Prof. R.H. A. Soenarjo, S.H., al-Qur'an dan Terjemahnya,
(‘Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, Departeman Agama
RI,:Jakarta: 1989) h. 1847



asasi manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus
senantiasa dibarengi dengan tanggung jawab.®

Hak asasi manusia diberikan oleh Allah SWT kepada
semua manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dengan tujuan
agar manusia mampu memanfaatkan hak-haknya tersebut
dengan sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan
tanggung jawab yang telah dibebankan Allah SWT kepadanya
yaitu menjadi khalifatullah fil Ardli sekaligus sebagai hamba
Allah SWT yang bertanggung jawab.

Diskursus mengenai HAM sebenarnya bukan hal yang
baru. Dalam kehidupan manusia HAM sudah sejak lama
dipermasalahkan karena penegakan keadilan, dimanapun dan
kapanpun, selalu menjadi harapan setiap orang. Tercatat
dalam sejarah umat manusia yang menceritakan kehancuran
suatu bangsa atau negara yang disebabkan karena kurangnya
keadilan para penguasa dalam memerintah.

HAM dari masa ke masa selalu berkembang seiring

dengan berkembangnya pemikiran manusia dan kemajuan

® Prof. Dr. H. Baharudin Lopa, S.H., al-Qur'an dan Hak-hak
Asasi Manusia, (Dasar Bhkati Primayasa: Yogyakarta: 1996) h. 17.



zaman. Kalau dulu, hak asasi manusia dilihat hanya sebatas
hak-hak sipil dan politik, maka sekarang hak asasi manusia
mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Permasalahan mengenai HAM dewasa ini sering muncul
di permukaan. Banyak orang yang semakin memahami dan
menyadari hak-hak asasinya. Di antara sebabnya adalah
semakin melesatnya proses pembangunan yang menjadi
tuntutan anggota masyarakat dan karena hubungan
komunikatif antara bangsa yang semakin intens. Karenanya,
pelaksanaan HAM di segala bidang harus benar-benar
diterapkan untuk menghindari konflik kesenjangan sosial
dalam lingkup masyarakat. ltulah sebabnya mengapa HAM
bernilai relevan dan tetap up to date (sesuai dengan
perkembangan zaman) hingga saat ini.

Pelanggaran HAM sering terjadi dimana-mana, baik di
negara berkembang, maupun di negara maju HAM sering
diselewengkan seperti di Amerika Serikat dan negara-negara
Barat lainnya. Karena itu, akan kurang tepat jika tuduhan dari

negara-negara maju  misalnya bahwa negara-negara



berkembang tertentu sering melakukan pelanggaran HAM.
Tuduhan ini menimbulkan kesan bahwa negara-negara maju
atau Barat tidak pernah melakukan pelanggaran HAM,
padahal dalam prakteknya di negara-negara majulah terdapat
kasus kehidupan sosial yang diskriminatif, ketidakadilan, dan
yang lainnya yang jelas melanggar HAM.

Hal ini bisa jadi disebabkan pemahaman HAM yang
berbeda antara masyarakat Barat dengan masyarakat Timur
yang mempunyai kultur dan kebiasaan berbeda. Karena itu
ada dua pendekatan untuk memahami HAM yaitu pendekatan
Barat dan pendekatan Islam.*

Dunia Barat selalu menisbatkan konsep mengenai HAM
kepada Piagam Magna Carta di Inggris pada tahun 1215 yang
sebenarnya tidak lebih dari sekedar sebuah perjanjian antara
raja dan baron (bangsawan) Inggris. Sebelumnya, piagam
tersebut tidak berisi prinsip-prinsip trial by juri (peradilan
oleh juri), Habeas Corpis (surat perintah penahan) dan

pengawasan parlemen atas hak pajak. Setelah abad ke-17

* Abul A’la Al Maududi, Hak Asasi Manusia dalam Islam,
(Penerbit Pustaka: Bandung: 1985) h. 15



barulah dapat diketahui bahwa piagam Magna Carta
mengandung prinsip-prinsip tersebut. Dapat dimaklumi bila
setelah abad tersebut, konsep mengenai HAM banyak
tertuang dalam undang-undang atau konstitusional yang
berasal dari gagasan-gagasan para filosof dan pemikir hukum,
seperti adanya Bill of Rights pada tahun 1688, Declaration of
Independence pada tahun 1788 dan French Declaration
pada tahun 1789.

Puncak dari perkembangan konsep ini adalah dengan
adanya deklarasi hak-hak asasi manusia sedunia oleh
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dikenal dengan the
Universal Declaration of Human Right (pernyataan HAM
sedunia) pada tahun 1948.

The Universal Declaration of Human Right ini dibentuk
karena banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi
di beberapa negara sebagai akibat adanya perang dunia | dan
perang dunia Il yang membawa banyak kesengsaraan dan

penderitaan pada rakyat.



Menurut Alwi Shihab, DUHAM (Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia) yang dibentuk oleh PBB ini banyak diwarnai
oleh perspektif barat sekuler yang bersifat antroposentris,
yakni lebih menekankan peranan manusia dan kebebasan
serta haknya, ketimbang perspektif agama yang teosentris,
yang menekankan peranan Tuhan dalam menentukan HAM.?

Dalam DUHAM, konsep Hak Asasi Manusia tidak secara
langsung disandarkan pada pemberian Allah SWT yang
mutlak, tetapi merupakan konsep yang disusun oleh manusia
dan disetujui oleh manusia lain. Dengan demikian, seolah-
olah HAM merupakan hak manusia yang dengan sendirinya
sudah dimiliki manusia tersebut dan bukan merupakan
anugerah Allah SWT.

Selain itu, menurut Alwi Shihab, deklarasi PBB juga
bersifat individualistik dan kurang menekankan pentingnya
solidaritas dan kebutuhan orang banyak.® DUHAM ini juga
lebih  menekankan hak dari pada kewajiban, padahal

hubungan antara keduanya sangat erat sebagai contoh adalah

> Dr. Alwi Shihab, Islam Inklusif, (Mizan:Jakarta: 1999) h. 183
® Dr. Alwi Shihab, Islam Inklusif, (Mizan, Jakarta, 1999), h. 184.



kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak
fundamental tiap manusia, tetapi kebebasan tersebut harus
didampingi oleh tanggung jawab dan kewajiban untuk
menuturkan yang benar.

Berbeda dengan konsep HAM Barat, dalam Islam, hak
asasi manusia dipandang sebagai anugerah Allah SWT yang
diberikan kepada setiap manusia tanpa terkecuali dan tidak
dapat dihilangkan atau diganti. Hal ini bukan merupakan
pemberian dari seorang raja atau lembaga legislatif yang bisa
ditarik kembali apabila dipandang perlu. Dengan demikian
konsep HAM dalam Islam bersifat teosentris artinya
menekankan peranan Tuhan dalam menentukan HAM.

Karena HAM adalah hak yang diberikan oleh Allah, maka
tak satupun lembaga atau negara di dunia yang berhak
merubah hak-hak yang telah dianugerahkan Allah tersebut
tanpa suatu alasan yang jelas. Hak-hak tersebut merupakan
bagian dari ajaran Islam, setiap manusia atau pemerintah yang
mengaku sebagai muslim harus menerima, mengakui dan

memberlakukan hak-hak asasi manusia tersebut.



Konsep HAM dalam Islam lebih bersifat sosialis dan lebih
menekankan kewajiban dan tanggung jawab dari pada hak.
Artinya, walaupun HAM bersifat fundamental dan dijunjung
tinggi, ia tetap mengutamakan hak-hak orang banyak dan
pengorbanan hak pribadi demi kebutuhan masyarakat umum.

Mulanya, konsep tentang HAM sudah ada sejak zaman
Nabi Muhammad Saw. Ini terbukti dengan terbentuknya
Piagam Madinah yang menjelaskan pokok-pokok hubungan
antara individu satu dengan individu lain maupun masyarakat
satu dengan masyarakat lain.

Pada masa permulaan di Madinah, langkah pertama yang
dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw adalah menyatukan
masyarakat dan sekitarnya, yang terdiri dari beberapa suku,
kabilah atau golongan dan agama. Langkah strategis ini
melahirkan Piagam Madinah yang meletakkan dasar-dasar
kehidupan berbangsa dan bernegara dengan masyarakat yang
heterogen. Dalam piagam tersebut diatur hubungan antara
sesama komunitas Islam dan antara komunitas Islam dengan

komunitas lainnya, seperti:
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1. Saling membantu dalam penanganan wilayah Madinah

2. Membela warga yang teraniaya

3. Menghormati kebebasan beragama dan beribadah

4. Menjaga hubungan bertetangga dengan baik

5. Mangadakan musyawarah apabila terjadi sesuatu di antara
mereka.’

Dengan demikian, dalam Islam kebebasan manusia tidak
diberikan dengan sebebas-bebasnya. Ada batasan-batasan
tertentu yang mengatur antara hak pribadi dan hak masyarakat
dan kebebasannya. Selama apa yang manusia lakukan tidak
melanggar aturan syara’ maka hal itu bisa diterima, namun
apabila kebebasannya telah melanggar aturan syara’ maka ada
konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia.

Sebagai contoh adalah kebebasan beragama. Islam
menghormati adanya kebebasan beragama, yang dalam al-
Qur’an dinyatakan dengan la ikraha fiddin (tidak ada paksaan

dalam menganut suatu agama). Akan tetapi, Islam mengutuk

" Munawir Sjadzali, Nurcholis Madjid, dkk., HAM dan

Pluralisme Agama, (Penerbit Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan
(PKSK): Surabaya: 1997) h. 79-80.
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seorang muslim yang pindah agama, karena agama adalah
masalah prinsipil yang tidak bisa dibuat permainan.

Perbedaan konsep HAM antara Barat dan Islam ini dapat
menyebabkan timbulnya perbedaan persepsi mengenai HAM.
Untuk itu negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI
(Organisasi Konferensi Islam) menyusun sebuah deklarasi
tentang HAM dalam Islam yang bersumber pada Al-Qur'an
dan Hadits. Deklarasi tersebut adalah Cairo Declaration (CD)
yang dibentuk pada tahun 1990. Pada prinsipnya, menurut
Alwi Shihab, Deklarasi Islam ini merupakan penyempurnaan
dan pemberian nilai-nilai Islam terhadap Deklarasi universal
PBB. Pengaturan mengenai perlindungan hak kebebasan
beragama diartikulasikan secara tegas dalam pasal 18 baik
dalam Universal Declaration Human Rights (UDHR) maupun
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Dengan masuknya hak kebebasan beragama dalam UDHR,
berarti menunjukkan betapa serius dan pentingnya hak

kebebasan beragama tersebut.
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Dengan demikian hak kebebasan beragama dapat
diasumsikan sebagai salah satu hak yang paling fundamental.
Pengaturan mengenai hak kebebasan beragama dalam
DUHAM diatur pada Pasal 18. Pasal tersebut berbunyi
sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran,
hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan
berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk
menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara
mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di
muka umum maupun sendiri.”®

Dengan demikian hak atas kebebasan beragama dan
berkeyakinan pada dasarnya meliputi dua dimensi individual
dan  kolektif. Dimensi individual tercermin  dalam
perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang (forum
internum) termasuk di dalam dimensi ini adalah memilih

mengganti, mengadopsi dan memeluk agama dan keyakinan.

Sedangkan, dimensi kolektif tercermin dalam perlindungan

® Universal Declaration Human Rights (UDHR)., Dideklarasikan PBB

10 Desember 1948.
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terhadap keberadaan seseorang untuk  mengeluarkan
keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan
publik (forum eksternum).

Negara sebagai entitas berdaulat ruang publik dapat
membatasi hanya pada ruang lingkup forum externum.
Pembatasan dan juga campur tangan itu dibentuk dalam
sebuah peraturan perundangundangan sebagai norma publik
yang memungkinkan publik (orang banyak) berpartisipasi
dalam membentuk dan mengawasi pelaksanaannya, dilakukan
dengan tetap pula memenuhi asas keperluan (necessity) dan
proporsionalitas.

Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan
yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara Yyang
diskriminatif. Komentar Umum No. 22 selanjutnya
menjelaskan bahwa adanya kenyataan bahwa suatu agama
diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut
dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa
penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk,

tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang
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dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh pasal 18 dan pasal 27
ICCPR, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap
penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama
atau berkepercayaan.®

Komentar Umum 22 Pasal 18 membedakan kebebasan
berpikir, berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan
dari  kebebasan untuk  menjalankan agama atau
kepercayaannya. Pasal ini tidak mengijinkan adanya
pembatasan apa pun terhadap kebebasan berpikir dan
berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau
menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan
pilihannya. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa
pengecualian, sebagaimana halnya hak setiap orang untuk
mempunyai pendapat tanpa diganggu di pasal 19.1. Sesuai

dengan pasal 18.2 dan pasal 17, tidak seorang pun dapat

° Frans Soyogi “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan

Beragama Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia” Universitas Islam Negri
Sultan Syarif Hidayatullah JI,H. Juanda No 95 Ciputat 15412. Hal 3- 6
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dipaksa untuk mengungkapkan pikiran atau kesetiaannya
terhadap suatu agama atau kepercayaan.™

Dengan demikian, inti normatif dari hak asasi manusia
atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat
dielaborasikan menjadi delapan elemen:

1. Kebebasan internal. Setiap orang berhak atas
kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama; hak
ini mencakup kebebasan untuk setiap orang memiliki,
menganut, mempertahankan atau pindah agama atau
keyakinan.

2. Kebebasan eksternal. Setiap orang mempunyai
kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan
orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk
menjalankan agama atau kepercayaannya dalam
kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan

penaatan.

19 Komisi Nasional HAM., Komentar Umum Kovenan Internasional
Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. (Jakarta Pusat:
Komnas HAM, 2009). Him, 50.
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3. Tanpa dipaksa. Tidak seorang pun dapat dipaksa

sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut
atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai

dengan pilihannya.

. Tanpa diskriminasi. Negara berkewajiban untuk

menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama
atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada
dalam wilayahnya dan yang tunduk pada wilayah
hukum atau yurisdiksinya, hak kebebasan beragama
atau berkeyakinan tanpa pembedaan apa pun seperti
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau
keyakinan, politik atau pendapat lain, kebangsaan
atau asal-usul lainnya, kekayaan, kelahiran atau status

lainnya.

. Hak orang tua dan wali. Negara berkewajiban untuk

menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui,
wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa
pendidikan agama dan moral bagi anakanak mereka

sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, selaras
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dengan kewajiban untuk melindungi hak atas
kebebasan beragama atau berkeyakinan setiap anak
seiring dengan kapasitas anak yang sedang
berkembang.

. Kebebasan korporat dan kedudukan hukum.
Komunitas keagamaan sendiri mempunyai kebebasan
beragama atau berkeyakinan, termasuk hak otonomi
dalam urusan mereka sendiri, sebagai salah satu aspek
dari kebebasan memanifestasikan kepercayaan agama
bukan hanya secara individual tetapi bersama-sama
dengan orang lain.

. Pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan
eksternal. Kebebasan memanifestasikan agama atau
keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh
ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan
untuk melindungi keamanan publik, Kketertiban,
kesehatan, atau moral atau hak-hak mendasar orang

lain.



18

8. Tidak dapat dikurangi. Negara tidak boleh
mengurangi  hak  kebebasan  beragama atau
berkeyakinan, bahkan dalam keadaan darurat publik.**

Sejarah HAM adalah masalah yang sangat fundamental
dan mencakup aspek kehidupan secara universal, masalah ini
sudah ada sejak kurang lebih dua puluh abad tahun silam.
Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada
zaman Nabi Musa pada hakekatnya didorong oleh kesadaran
untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan Hak
Asasi Manusia. Oleh karena itu, cukup menarik dan
menantang penulis untuk diajukan dalam penelitian skripsi
dengan tema Implementasi Hak Asasi Manusia di

Indonesia Dalam Perspektif Islam.

Rumusan Masalah
Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian yang akan penulis bahas

adalah sebagai berikut:

! Frans soyogi “ perlindungan negara terhadap hak kebebasan

beragama perspektif islam dan hak asasi manusia” universitas islam negri
sultan syarif hidayatullah jI,H. Juanda no 95 cputat 15412. Hal 6-7
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Bagaimana impelmentasi hak asasi manusia dalam
beragama?
Bagaimana impelmentasi hak asasi manusia dalam
berpolitik?
Bagaimana implementasi hak asasi manusia dalam

bermasyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.

Untuk mengetahui implementasi hak asasi manusia
dalam beragama
Untuk mengetahui implementasi hak asasi manusia
dalam berpolitik
Untuk mengetahui implementasi hak asasi manusia

dalam bermasyarakat
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum

sehingga dapat menunjukan kemampuan individu
mahasiswa dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa
dan bernegara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan yang berharga dan menjadi bahan acuan
bagi peneliti lain menganai Hak Asasi Manusia ( HAM)
Dapat menjadi acaun atau referensi untuk penelitian
berikutnya atau penelitian pengembangan dalam potret

HAM.

2. Secara praktis :

a. Dapat ditemukan berbagai persoalan atau kendala yang

di hadapi dalam hal mengimpelementasikan hak asasi
manusia
Dapat di ketahui bagaimana sebenarnya peraturan

pemerintah tentang regulasi hak asasi manusia.
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E. Tinjauan Pustaka

1. Triyo Ganjar Suwardani,
Judul skripsi Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam
Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
di Kelas VII SMPN 1 Wajak Kabupaten Malang.
Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi
HAM dalam pelaksanaan pembelajaran, diwujudkan
dengan pemberian hak pada siswa dalam bentuk hak
untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta
mengemukakan gagasan.*?

2. lra Widyastuti
Mempublikasikan hasil penelitiannya di Kalimantan
Barat post dengan judul Makalah (Implementasi HAM
Dalam Kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya) dan
karya intelektual penelitiannya menghasilkan:
a) HAM dalam kehidupan ekonomi membuat setiap

manusia atau anggota masyarakat memiliki

'2 Triyo Ganjar Suwardani, “Implementasi Hak Asasi Manusia
Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”. (UIN
Malang, Fakultas llmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan,
2004).


http://irawidyastuti94.blogspot.co.id/2014/05/implementasi-ham-dalam-kehidupan_9.html
http://irawidyastuti94.blogspot.co.id/2014/05/implementasi-ham-dalam-kehidupan_9.html
http://irawidyastuti94.blogspot.co.id/2014/05/implementasi-ham-dalam-kehidupan_9.html
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kesempatan yang seluas-luasnya  untuk
menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

b) HAM dalam kehidupan sosial budaya
memberikan hak kepada masyarakat tradisional
untuk menjalankan identitas budaya dalam
kehidupan sosialnya yang relevan dengan
perkembangan zaman dan peradaban.

c) HAM dalam karya intelektual memberikan
perlindungan kepada pihak yang memiliki karya
intelektual yang dimilikinya karena
kemampuannya untuk memunculkan sesuatu ide
gagasan yang baru dan sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

Dari kedua penelitian dengan objek Hak Asasi Manusia
dan implementasinya seperti yang telah dipaparkan di atas,
pertama terlihat bahwa hasil  penelitiannya menemukan
kebebasan berupa pemberian hak pada siswa dalam bentuk

hak untuk bertanya, menyampaikan pendapat, serta
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mengemukakan gagasan. Demikian juga pada penelitian yang
kedua juga menemukan berbagai macam kebebasan dalam
berbagai lini seperti di kehidupan ekonomi, sosial budaya dan
karya intelektual. Adapun penelitian pribadi ini berisi tentang
Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan
Implementasi Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.
Pada objek pengkajianya berorientasi terhadap beberapa
elemen vyaitu hak asasi dalam beragama, berpolitik dan

bermasyarakat.

F. Kerangka Pemikiran
Secara umum makna Hak Asasi Manusia adalah seperti
yang telah dikemukakan oleh Jan Materson dari Komisi HAM
PBB yaitu hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa
dengannya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.*®
Hendarmin Ranadireksa mendefinisikan bahwa Hak Asasi
Manusia pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau

aturan yang melekat dan melindungi warganegara/ individual

3 Prof. Baharuddin Lopa, SH, al- Qur’an dan Hak-Hak Asasi
Manusia, (Dasar Bahkati Primayasa, Yogyakarta: 1996), h. 16.
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manusia dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau
pembatasan ruang gerak warga Negara / individual oleh
Negara. Yang kemudian diberikan batas-batas pada setiap
warga Negara / individual dapat terlindungi secara hakiki dari
kesewenang-wenangan kekuasaan.**

Sedangkan menurut Mahfud M.D bahwa Hak Asasi
Manusia itu diartikan sebagai hak yag melekat pada martabat
manusia sebagai mahluk ciptan tuhan, dan hak tersebut
dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak
tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian
manusia atau Negara.™

Adapun konsepsi HAM secara umum di dunia
Internasional meliputi beberapa konsep melalui pembidangan
yang mencakup hak-hak sipil dan hak-hak politik (generasi I)

hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (generasi Il) serta hak-

* Hendarmin Renadireksa., Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Rineka Cipta,

2002). h, 139.

> Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep &

Implikasinya: Perspektif Hukum & Masyarakat, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 1997). h, 39.
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hak atas pembangunan (generasi Il1). Hak-hak tersebut
bersifat individual dan kolektif.
1. Hak Sipil dan Politik (generasi I)
Meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri, hak
untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk
tidak disiksa, hak untuk tidah ditahan swenang-
wenang dan hak atas peradilan yang adil. Adapun hak-
hak politik yaitu, hak untuk menyampaikan pendapat,
hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk
mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum,
hak untuk dipilih dan memilih
2. Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (generasi I1)
Hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang
sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti,
hak atas makanan, hak atas perumahan, hak atas
kesehatan, hak atas pendidikan. Adapun hak budaya
yaitu hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan
kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu

pengetahuan, hak untuk mendapatkan perlindungan
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atas hasil karya cipta (hak cipta). Sedangkan
pengertian Hak Asasi Manusia dalam beragama
adalah hak-hak yang dimiliki oleh pribadi manusia
dalam menjajakan sebuah norma untuk berinteraksi
dengan keyakinan dan norma sosial yang berlaku.
Adapun Hak Asasi Manusia dalam berpolitik dan
bermasyarakat merupakan sebuah hak dan keharusan
dalam kehidupan sosial manusia dalam bernegara dan

berbangsa.

G. Metodologi Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini, penulis paparkan
prosedur dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitin
kepustakaan (library research), yang mana penelitian
yang diterapkan melalui pengumpulan data atau karya
tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek atau

pengumpulan datanya bersifat kepustakaan.
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2. Teknik Pengumpulan Data

a) Data primer yang digunakan berupa al-Qur’an,
UUD Tahun 1945 No 28 tentang Hak Asasi
Manusia.

b) Data Sekunder yang di gunakan berupa buku-
buku perpustakaan yang berhubungan dengan
topik kajian, sedangkan bahan hukum tersier yang
di gunakan kamus umum bahasa indonesia serta
bahan petunjuk lainnya yang dapat memberikan
penjelasan terhadap data primer maupun
sekunder.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menghimpun data

melalui data primer, sekunder dan tersier yang

merupakan data yang sudah tersedia, kemudian data
tersebut diolah secara sistematis dan terstruktur

berdasarkan prinsip penelitian karya ilmiah.
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H.

4. Analisis Data
Setelah data terkumpul, maka penulis mengubah data-
data hasil penelitian menjadi informasi akurat dan
akuntabel sesuai pengolahan data dari sumber,
kemudian  diklasifikasikan,  diversifikasi ~ dan
diverifikasi dalam mengambil suatu kesimpulan
penelitian yang bersifat generatif.
Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan susunan penelitian secara sistematis,
maka penulis menyajikan sistematika penelitian skripsi ini
sebagai berikut:

Bab | pendahuluan yang berpolakan deskripsi umum pada
penelitian terkait yang terdiri dari latar belakang masalah,
definisi, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka
pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Il sejarah umum tentang hak asasi manusia. Dalam

bab ini akan dibahas pengertian hak asasi manusia, sejarah
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hak asasi manusia secara umum dan hukum internasional
mengenai hak asasi manusia.

Bab Ill perkembangan hak asasi manusia di Indonesia,
perkembangan HAM di Indonesia yang meliputi masa awal
kemerdekaan, pada era orde lama, pada era orde baru sampai
di era reformasi.

Bab IV implementasi hak asasi manusia di Indonesia
dalam perspektif Islam, pada bab ini akan dibahas secara
deskriptif mengenai hak asasi manusia dalam beragama,
berpolitik dan bermasyarakat.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.
Pada bagian ini akan dicantumkan juga daftar pustaka,

lampiran-lampiran dan daftar riwayat atau biografi penulis.



